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RlNGKASAN 

BATASAN DELIK PORNOGRAFI DALAM PERS (foetik Rahayuningsib dan 
Bambang Suheriyadi, 23 ba1aman) 

PeneJitiaan ini dilakukan WltUk menjawab pennasalaban (I) Batasan apakah yang 

dijadikan tolok ukur oleh aparat penegak hukum dalam menentu1c.an penyajian gambar

gambar/foto yang dimuat media Massa itu sebagai pomografi (2) Bagaimanakah sistem 
i • 

pertanggungjawaban pidana pada pers apabila melakukan delik pomografi. Pomografi 

merupakan istilah yang diperglmakan lDltuk menyebut kejahatan kesusilaan yang 

dilakukan oleh pers. Mataknya persoalan pomografi telah cukup meresablcan 

masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasanllcon1ro1 terhadap semua infonnasi baik 
4 

daJam· bentuk tulisan maupun gambar/foto yang mengarah pada pomografi. Saraua . 

~ontrol tmebut dapat ~~. ~ masyarakat secara individti atau kelom.pok, Icmbaga I 

swadaya masyaraJcat, lembaga pers itu scndiri maupWl aparat penegak hukwn. Rambu

rambu yang dimiliki oleh lembaga pen daJam bentuk kode etik juga merupakan kode 

moral yang diperuntukkan bagi pekerja pen daIam me:qjalankan pekerjaaunya. Ketentuan 

Wldang-Wldang yang mCll$8tur pomografi secara mnum terdapat dalam KUHP, dan 

sccara khusus terdapat da1am Undaog-wICJang No. 40 1bn.1999 tentang Pm yang 

menggantikan Undang-lDldang No.l1 Thn.1966 jo. Undang-lDldang No.4 Thn.1967 jis. 

I Jndang-Wldang No~21 Thn.19~ tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. 

Tujuan pcl)elitian un1uk mengetahui: (I) batasan delik pomografi menurut pandangan 

insan pers, masyaralcat maupwt aparat penegak hokum dan (2) mengetahui sistem 

pcrlanggungja~abannya apabiJa diduga telah terjadi delik pomografi oleb pers. 

Pcnclilian ini dilaku1can d.i SW'8baya, dengan menggunakan teknik wawancara baik 

Icrhadap inaan per&, masyarakat maupwt aparat penegak hokum Wltuk mengetahui' 
r. 

pandangan mereka tenUmg persoalan pomografi. 

IIas'il penclitian mcnuqiukkan bahwa pandangan para ahli, masyarakat maupWl insan pers 

mt."1lgcnai persoa1an pomografi tidak ada kesamaan. Mereka sepakat terhadap penoa1an 

• pOnlograii perlu dilakukan penanganan secara scrius tedladap pelanggamya. Dari 

I>andangan aparat penegak hukum bersifat nonnatifyang mengacu pada aturan hukumnya 

iii 



yaitu KUHP maupun Undaog-undang tentang Pen, disamping juga mcmperhatikan pula 

dari aspek masyarakamya. Mengenai penanggungjawaban terhadap peJaku daJam delik 

pers dapat meliputi: 1. Penulislpenggambar, 2. Penerbit atau pencetak, 3 

redaktur/pimp~ redaksi. Namun ·terhadap ketiga subjek hokum tersebut tidak dapat 

dijadikan sebagai pembuat/peJaku delik secara bersamaan. Jadi apabila salah satu telah 

dianggap sebagai pelaku maka menggugurkan peJaku yang Jain. Sehubungan dengan i 

pernuatan gambar/foio yang dinilai sebagai porno ini menimbulkan pertanyaan, 1 

bagaimanakah dengan para modelnya yang ditampilkan ? apakah dapat dimintai 

pertaoggungjawaban telah melakukan pomografi. Terhadap per80alan ini temyata tidak 

pemah disinggung dalam ketentuan hukum secara jelas. 

Bcrdasarkan basil penelitian disarankan untuk mencegah dan menanggulangi teljadinya 

delik pomografi keikutsertaan semua pihak sebagai sarana ."ontral perlu perhatikan. 

Tcrbentuknya lembaga konsumen di bidang media juga sangat dibutuhkan sebagai sarana 

tcmpat mengadu masyarakat agar perasaan kesusilaan masyarakat tidak tercemar karena 

informasi yang disajikan pada berbagai media. Perlunya podaman aturan hukum dengan 

sanksi yang tegas terhadap pelaku delik pornografi. 

(I .. P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: No.Kontrak: 80SIJ03IPG/1999, 
t(lnggal 01 Oktober 1999) 

o 

iv 

.. 



KATAPENGANTAR 

Puji syulrur kami panjatkan kehadirat Allah swr, hanya dengan rahmat-Nya 

penctitian ini sclcsai dilakukan hingga penutisan Iaporan akhir. 

Penclitian ini mengenai Batasan Delik Pomografi dalam Pers suatu studi 

mcngenai penanganan masalah pomografi yang tetjadi di wilayah surabaya. AdapWl 

maksud dilakukannya penelitian adaIah untuk mengcIahui upaya penanganan persoalan 

pornografi yang akhir-akhir ini diresahkan di kalangan masyarakat. Tindak lanjut dari 

aparat pnyidik untuk mengangkat kasus pomografi kc pcnnulcaan kiranya mcnmdapat 

rt."Spons positif dari masyarakat luas. Namun karena suatu hal ternyata kasus pomografi 

yang tcngah diJakukan penyidikannya dengan mcnghadirkan para piropinan redaksi 

mcdiayang dianggap teJah melakukan delik pomografi setta dengan mcmanggil para 

l110dclnya yang dinilai bctposc yang melanggar kesusilaan itu harus bcrakhir di tingkat 

fx.,'nyidikan saja tidak ada pemrosesan selanjutnya. Ha1 ini yang menjadikan kckecewaan 

masyarakat. Pada kcsempatan ini 13k lupa kaini sampaikan terima kasih kepada Lembaga 

1)t: fII.: lilian lJnivt.JSilas Airlangga yang telall memberikan kcsernpatan k<.:pada bmi Wlluk 

rm;lakukan p, .. nclitian. 

Kcpada pihak·pihak yang turnt mcmbantu tcrselenggar .. . J a peDclitian ini tak lupa 

Akhimya, hatapan kami semoga pcnclitian ini bermanfaat bagi pcngembangan 

Jlmu, khuswmya WltuJc. bidang hukum pidana 

Surahaya, Fcbruari 2000 
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1. Latar BdakDng PumasalaJran 

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang terjadi di sckitamya semakin 

mcningkat seiring dcngan era globalisasi. Peningkalan kcbuluhan infonnasi baik 

media cctak maupun elekrronik menunjukkan bahwa pers scbagai salah satu media 

ccrak rncmilild peran yang penling unluk pcmcnuhan kcbutuhan tcrscbut. 

Mcngingat bctapa pentingnya pecan dan misi yang diemban media massa, 

khususnya JX."t"8 untuk itu perlu kiranya dilakukan seleksi Icrhadap infonnasi baik 

IlIcngcnai isilsubstansi pemberitaan maupun gambar-gambar yang tcrparnpang di 

dalamnya, yang sclanjulnya mcnjadi sajian yang siap dikonsumsi khalayak masyara1cat 

Sclc.:ksi alas isi pembcritaan rnaupun gambar-gambar yang dilampilkan tidak lain 

dirnaksudkan unluk m(.'lt1bcri pcndidikan pada masyarakat di samping mcmbcrikan 

L.ngsi infomlatif. Pcnyclcksian sajian lx:1'ila dan informa8i lCl'Bcbut dapal mclipuli: 

S<.:I ';tJa hal yang dapat mcnimbulkan kI.."TCsahan, kcsan kckcrasan yang mcnjurus kc 

ar~lh kckcjianlsadismc, dan juga hal-hal yang dapat mcnimbulkal'1 kcmcrosotaJ'l mcnLaI 

m.L'Iyarakal Icrutama sckali mcnyangkul dckadcnsi moral di kalang.an anak-anak dan 

rClllaja. Dalam penclitian ini mcncoba mcngangkat pcrsoalan pcranan pers da1am 

IIIl.: ltcl.:gah dan mcnanggulangi hal-hal yang dapal mcnimbulkan kcmcrosolan m(""JltaJ 

dan dckadcnsi moral masyarakal scbagai dampak pcrnuatan gambar-gambar alau 

luh:i311 yang lx:rkaitan llcngan pomograJi Scpcrti dikclahui kcll."Jlluan undang-undang 

Pllg rncngalur masalah pomograJi sccara wnum pcngalurannya tl.-rdapat di dalam 

UJl I!' dan secora khusus dialur dalam Undang-undang No.40 Thn. l999 (LN 3887-

]1)')') h:nlang Pr...~ mulai bcrlaku 23 Scplcmhr...-r 1999 yang tclah mcngganlikan 
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kedt1<1ukan undang-undatJg sebelumnya, yaitu Undang-undang No.ll Thn.I966 jOe 

Undang-un'!mB No.4 Thn.1967 jOe UndaDg-undang No.21 Thn.1982 tentang 
. 

Ketentuan-ketantuan Pokok Pm. Yang menjadi persoalannya adalah sampai seberapa 

jauh hukwn positif yang ada mampu meqjangkau pennasalahan pomografi yang dimuat 
I 

ill media massa/pen. I 

Apabila diJaUi Undt;ng-undang No.40 1bn.1999, PasallB menyebutlcan: Ayat 

(I) setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang 
I 

beraJdbat .mengbambatlmenghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan: 
(3) dipidana dengm pidana penjara paling lama 2 tabWJI denda paling banyak 500 jutal~ 

1 

tupiah .. Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasa! 5 ayat (I) dan (2) I 
. I 

Sl.Tta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda palimg banyak 500 juta rupiah. Ayat (3) I 

Pcru.Wlaan pers yang mclanggar kctcntuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana 

dl.-ngan pidana denda paling banyak 100 juts rupiah. Memperhatikan ancaman pidana 

It;rscbut disimpulkan bahwa jenis peJanggam yang dinaeam pidana sangat terkait 

dcngan pclanggaran daliun hubungannya dcngan tugas, peran dan fungsi pers . 

• 
Dalam era kcterbukaan seperti sckarang ini tuga&, fungsi dan peran pen sangat 

herhcda dengan era ordc baru, pers tn,C?11lPunyai kcbebasan untuk mcnjalankan tugas, 

peran dan fungsi pers dalam menyajikan infonnasi Di samping diatumya peranserta 

masyarcikat terhadap pers dalam Pasl17 Undang-undang No.40 TIm. 1m. 

PerK mcmpunyai dua pt.-ngc..'11ian, yailu pcngcrtian JuaH cJan Hcmpil. Dalam ani 

luas pcrs mcliputi media ectak dan media clektronika, sedangkan dalam ani scmpit, 

• pcrs hanya mencakup media eclak saja(Darwoto,1987:3). Fungsi pers adalah sebagai 

saran a inlonnas~ hiburan maupun kontrol sosial. 

... 
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ApabiJa diperhatikan mengenai masalah pomografi di dalam per&, maka delik 

pomogridi adaJah scbagai bagian dari delik pen yang memiliki ruang Jingkup cutup 

Juas. Mengenai delik petS khususnya yang diatur dalam KUHP, Oemar Senoa4ji 

membedakan 80tara lain: delik pet'S terhadap ketertiban wnum; delik pet'S yang berupa 

-
hasutan; delik pen yang bersifat penghinaan dan delik pen yang bersifat mcJanggar 

susiJa. Selaqjumya ADdi Hamzah dkk. membagi delik pen daIam KUHP meliputi: 

delik pengbinaan; delik penyebar kcbencian dan delik kesusilaanl pomografi. 

Mcngenai delik .kesusilaaD, pelanggaran terhadap masa1ah kesusilaanjumJahnya Iebih 

tinggi daripada yang dipidana. Seperti dikataJcan van Benunelen, bahwa delik 

kcsusilaan diancam dengan pidana terutama untuk meJindungi anak-analc muda, 

supaya mereka jangan sampai m~gaJami gangguan daJam perlcembangan scksuaJ 

mcrcka; supaya orang yang tidak bcrdaya (pingsan) dilindungi terhadap perkosaan; 

supaya· hubungan kekuasaan tertentu jangan sampai disalahgunakan untuk 

pcrbuatan cabuL(van Bemmelen; 1983:173) 

2. PerllllUlSl11I MlISalaiI 

J k-rdasarkan Jatar belakang yang telah diuraikan di atas pennasalahan yang 

mcnarik lUlwk dikaji adalah sebagai berikut: 

a. J iatasan apakah yang dijadikan tolok ukur oleh aparat penegak hukum untuk 

mcm:nll.ikan penyajian gambar-gambar/foto-foto dalam media massa itu sebagai 

pomografi " 

h. Bagaimanakah sistcm pertanggungjawaban pidana pada pers apabila mclakukan . 

dclik pomografil kesusitaan? 
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II. TINJAUANPUSTAKA 

Berbicara masalah pomografl, pandmgan setiap orang akan berbeda dalam 

memberikan pengertian dan batasannya. Hal tersebut sangat tergantung pada tingkat 

pendidikan maupWl kondisi sosial.budaya masyarakat setempal Pomografi dewasa ini 

paling populer dipergunakan Wltuk menyebut kejahatan kesusilaan via pers. Istilah 

pomografi berasal dati babasa YWlani, Pome yang berarti Jacur, cabul, a-susila; 

Graphein artinya tulisan, lukisan, gambar. Dalam Bahasa Jnggris adalah Obscenity 

yang artinya cabul, porno (loko Prakoso,1988:119). 

Pomografi itu sendiri bukanlah peristilahan ywidis akan tctapi merupakan 

pcristilahan 8sosiologis. Secara· ywidis delik pomografi adalah delik kesusilaan yang 

pengaturannya terdapat di dalam Pasal-pasal KUHP, terutama PasaI281, 282KUHP 

l)erkataan porno secara umum diidentikkan dengan pcrkataan yang 

kedengarannya agak kasar hila diucapkan, cabu1, yang mempunyai pengcrtian tidak 

scoonoh, kotor menyalahi kcsusilaan, kurang ajar, tidak enak didengar dan dllihat dan 

schaginya (7.. Waskijan, 1982:36). Ada pula yang mcnyatakan bahwa cabul b"Tarti 

immoral, biadab (Yan Pramadya Puspa, h.1 13 dan 44). Dilihal dan mud k.illanya, 

ponnografi bcrasal daai bahasa Belanda pornographie yang artinya kurang sopan 

(cahul) . Scdangkan pengcrtian cabut itu sc:."l1diri adaJah sesuatu yang tidak pantas 

dikcmukakan eli muka umwn. 

Dari Jx:ng~11ian di alas bcrarti pcrkataan porno dikaitkan dcngan sualu kcadaan 

• yang dianggap olch masyarakat scbagai suatu hallk~daan yang tidak pantas atau 

rm:nyaJahi kcsusiJaan scdangkan pomografi Icbih dikaitkan dcngan hacaan-bacaan, 

gamhar-gambar yang dinilai kurang sopan, tidak pantas dan melanggar kesusiJaan. 
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Nama sementara ini masih adanya keragu-raguan pada sebagian orang mengenai 

. batasan' pengertian dati pomografi itu sendiri. Karena hal ini t" ... kait dengan tingkat 

intelektual seseorang,di samping juga faktor-faktor sasia! budaya masyara1cat turut 

berperan daIam momberikan baw tersebut Mabkama agung pemah memberikan 

putusan kasaai atas perlcara melanggar kesusilaanl pomografi (Djoko Prakoso, 1988: 

112-113), yaitu daIam Perkara Terdakwa Asari Haji Sulaiman Pimpinan Redaksi 

Majalah "Mereu Gembira" - Palembang dan Vonia PN Yogyakarta y~g merumuskan 

pcrbuatan melanggar kesusilaan. Dalam Perkara Terdakwa Haji Alai bin Haji 

Sulaiman, Pinred "Mereu Gembira" Palembang terdakwa telam memuat dalam 

edisi penerbitan No.lItahunl) sebuah tulisan "Terpaksa" yang antara lain terdapat 

kalimat: 

". ... selama badanku daIam peJukannya, aku merasa geli ... , lezat, nikmat tak pemah 

kurasakan selama hidupku. ... ~ aku merasa ketagiban, na1iu remajaku naik tagi. .• , dan 

scterusnya" (Loa Suryadarmawan dalam Joko Pralcoso,1988: 114). Selanjutnya PN 

Yogyakarta daIam Putusan tertanggal 26 Agustus 1956 merumuskan perbuatan 

rnclanggar kesusilaan scbagai berikut: 

"... Jika menmut nonna-norma yang berlaku dalam masyarakat pada suatu 

zaman/masa, menimbulkan fikiran-fildran yang ceroboh danlatau tidak sebat pada 

fikiran seseorang yang normal bidup daJam masyarakat zaman itu" 

Unluk mengantisipasi semakin meluasnya persoalan pomografi sangat 

,Iipcrlukan upaya yang proaktif dari para aparat penegak hukwn untuk mengambil 

• Hikap mcngangkat persoalan pomografi ke pengadiJan agar scndi-scndi moral 

masyarakat tidak SeDlakin memudar seiling dengan perkembangan tcmologi dan 

globalisasi yang selalu mengatasnamakan kebebasan sebagai hal pokok dalam Hak 
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ACiasi Manusia (HAM). Tindakan pemerintah terhadap yang dapat dirujukkan pada 

rumusan delilc pomografi, biasanya tidak sampai pada putusatl" yang fata~ misalnya 

sampai membatalkan SIUFP. Yang sering tCljadi adalah peringatan, sampai peringatan 

keras yang dilakukan secam lisan maupWl tertuIis (Bambang Sadono.1993:84). 

Sebagai contoh yang dikaitkan dengan dclilc pomografi antara lain adalah kasus 

majalah ·JakartaMJakarta. Pada tanggal18 Oktober 1989 Departemen Penerangan telah 

mcmbcrikan peringatan keras kepada majalah JakartaMjakarta t,,-milan No. 167 tanggal 

17 September 1989 karena tclah memuat gambar wanita yang dapat dikategorikan 

porno. Yang mcnarik temyata ~alah ini telah dipcringatkan secara lisan sebanyak 

tiga kali sehubungan dengan pcnerbitan edisi 145, 152 dan 157. Dan kasus ini dapat 

dikaitkan dengan Pasal 2. Berbeda dengan persoalan mengenai Majalah Popoler, 

Majalah TOP dan beberapa majalah lain, yang beberapa waktu ini (sekitar Juni 1999) 

juga menampilkan gambarMgambar waniti yang dinilai porno. Tindakan yang 

dilakukan terhadap majalahMmajalah tersebut tidak sckedar diperingatkan akan tetapi 

Iclah dilakukan pcnyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Hal ini 

m(''f1unjukkan bfhwa di era refonnasi ini pemerintah tidak mc.'Ilgcsampingkan 
. 

. per-mal an pornografi yang setama ini semakin merajateIa. Ketentuan dalam KUHP, 

khususnya Pasal 282 dapat dijadikan dasar hukum untuk mengangkat persoalan 

pomografi ke pengadiJan. WaJaupun ancaman pidana tidak terlatu herat yaitu 

mak.o;imum salu tabun enam bulan aJau denda paling tinggi tiga ribu rupiah, namun 

dcngan mengangkat pcrsoalan tersebut ke pengadilan akan menjadikan para pelakunya 

(haik pibak persnya, bintanglmo<lelnya maupun fotographemya) lebih berhatiMhati 

dal .. m mclakukan pek(,"ljaannya scbagai insan pers dalam mcnyajikan inJormasi yang 

hemp .. hihuran kcpada masyarak.11. 
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m TUJUAN DAN MANFAAT PENELITlAN 

1. Tujuan Penelitian adaJah: . 
a. Untuk mengetahui batasan delik pomografi dalam pers menwut masyarakat, 

- . 
insan pers maupun menurut pandangan aparat penegak hukwn. 

b. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana dalam halteJjadi peIanggaran 

oleh pers berkaitan dengan pomografi. 

2. Manfaat Penelitian adalah: 

a. Mernberikan masu1can mcngenai batasan pengertian pomografi dalam delik pen, 

pLTltmya mengangkat persoalan pomografi sampai pengadilan; 

b. Untuk memperkaya Bahan perku1iahan Hukuin Pidana 
• I 

o 
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IV. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian di Surabaya. Dipilibnya Surabaya sebagai lokasi penelitian 

didasarkan pada pertimbangan . -bahwa Surabaya adaJah kota besar yang merupakan 

salah satu pusat. perekonomian Indonesia dim ana banyak berdiri perosahaan pers 

yang dianggap cukup mewakili sebagai wilayah penelitian. Di Surabaya instansi yang 

akan diteliti meliputi aparat penegak hukum, yaitu: aparat kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan negari Surabaya yang menangani kasus-kasus yang berkaitan pomografi. Di 

samping itu pandangan para insan perslPerusahaan pers yang ada di Surabaya terhadap 

pcrsoalan pomografi 

Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara purposive yang berar1i, 

pcncntuan sam pel akan disesuaikan kebuWhan. Cara mempcroleb data dengan 

wawancara JangsWlg dan pencatatan isi putusan hakim. Wawancara akan dilakukan 
o 

h .. ik It:rhadap a~arat pcncgak hukum, khu8UBnya aparat penyidik maupoo dcngan 

para insan pers. 

Sumbcr data, adalah data primer dan data 8ckunder. Tcknik Pcngumpulan data 

dcngan pcngorganisasian data yang dilanjutkan dengan klasiflkasi data, dimulai dati 

pcnangarum oleh aparat penyidik sampai dengan putusan mengenai pomografi yang 

ada sclama dua taboo bcrturut-turut. Analisis data, menggunakan analisis kualitatif. 
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v. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Datuan Delfk Pornografi dalam Pers 

Pomografi dewasa ini paling populer dipergwmaJcan untuk menyebut kejahatan 

kesusilaan via pen. Kejabatm kesusilaan yang diterbitkanldicetak di media masa dapat 
4 

disebut sebagai delik pomografi, yang secara sempit menjadi bagian dari delik pen 

yang mempunyai ruang lingkup lebih Juas. 

Secara sederhana delik pers Malah perbuatan yang diancam pidma yang hanya 

dapat dilakukan oleh petS, artinya k~u ·kejahatan yang sama dilakukan oleh orang 

atau J(''rnbaga lain selain pen, maka delik tersebut tidale dapat dikualifikasi sebagai 

dclik pen. Oleh karena tidak adanya kescpakatan mengenai pengertian delik petS, 

maka perkembangan dan perubaban situasi dapat mempengaaruhi pengertian delik 

pcrs (poemomo,1984:S1). Selanjutnya menurut Oemar Senoa4ji ada tiga kritma yang 

discpakati untuk dijadikan rambu-rianbu da1am' menunuskan delik pen, yaitu: 

(St:n()adj~ 1977:297). 

I. J Jaros diJakukan dengan barang celakan; 

2. Pcrbuatan yang dipidana barus terdiri atas pemyataan, pikiran atau perasaan; 

. ~. J)ari p<."IUJt1usan delik harns temyata bahwa publikasi merupakan sualu syarat 

unluk menumbuhkan kejabatan, apabiJa kejahatan tencbut dilakukan dengan 

suatu tulisan 

BcnJasarkan kctiga kriteria tersebut, syarat publikasi sangat penting Wltuk 

• rm.-ncntukan suatu dclik meqjadi dclik pen. Suatu delik disebut sebagai delik pers 

i i ka pcrbuatan kejahatan tersebut menganchmg pemyataan pikiran atau perasaan 

s(';sc()rang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan 
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disebarluaskan kepada khaIayak ramai (publikasi). Pengajuan secara yuridis 88I1gat 

tergantung dari dampak yang ditimbulkan dan kesamaau UDSUI' yang dirumuskan 

daJam peraturan penmdang-undangan pidana. Ashadi Siregar membuat ragaan untuk 

melukiskan mekanisme terjadinya delik pen, sebagai berikut: (Bambang Sadono,60). 

RUMUSANDELIK PERS 

INTERPRETASI 

V 

DAMPAK 

PERNY AT AAN PERS ... Perasaan terhina, nama terc .. __ ~ ATIJRAN .. ... 
kenJgian sasial, gangguan ke- PERUU-AN 

f tem"ban umum 
. 

v 
KONKLUSI DELIK PERS .. ... 

I )ari rill',aan di alas dapat disimpulkan bntuk adanya delik pers, pertama-tama banls ada 

pcrhuatan yang diJarang. aturan hukum yang berisi pemyataan mpikiran atau perasaan 

Sl:scorang yang diwujudkan daJam bentuk barans eetakan dan disebarluaskanl 

dipublikasikan. Pengujian seeara hukum apakah pemyataan tersebut memenuhi lUlsur 

ddik pcrs sangat tergantung pada dampak yang ditimbulkan dan korclasinya dengan 

unSUJ yang dirumuskan daIam JX.-rundang-Wldangan pidana 

c. 

Ocmar Scnoadji mcngcmukakan bahwa kawasan delik yang dieiptakan hukum 
o 

pidana uotuk m('"ITlbatasi kebCbsan pers dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi 

o 
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penyaJahgun_ temadap kebebasan tersebut (abuse of h"bel1y) yang secara konkret 
"'. 0 

ada lima, yaitu: 

1. DeJik ted1adap keamanan negara dan ketertiban umum (national security and 

public order) yang mcliputi pasal-paaalll2 dan 113, kcdua pasal.ini menyanglcut 

rahaaianagara. 

2. Delik penghinaan yang dikenal haatzai artiIaJlen, yaitu Pasal310 dan 31S .KUHP; 

3. Delik agama, yang tercantum daIam PasallS6 dan IS6a KU.HP; 

4. Delik pomografi,.,misalny.Pasal281 dan 282 KUHP; 

S. Delik berita bohong, pasa1171 KtlHP. 

Dalam pembahasan delik pomografi, secara keseJuruban adak dapat dilepaskan dari . . .. . ... . . . 
pembahasan mengenai delik pers. Persoalan pomografi adal8b. bagian dari pombahasan 

dclik pen. Karena luasnya ruang lingkup delik pen, pembahasan akan lebih difokuskan 

pada dclik pomografi. 

iyft."BW'Ut Oemar 8(,"Boadji pomografi, adaIah sebagaimana tercantwn daJam 

Pa"al 282 KUHP Mengenai tindakan yang clapat dijatuhkan terbadap peJanggaran 
o 

masalah pomografi 0100 per&, biasanya tidak sampai pada hal yang fatal rtlisalnya 

Ix:mhalalan SJUPP. Yang tCJjadi biasanya lwaya mcrupakan pc..Tingatan biasa sampai 

dl.'TIgan peringatan keras, baik tertulis mauplDllisan. 

Marhaban 7..ainlDl berpendapat (ketentuan-ketentuan Hukwn Pidana 

Indonesia tcntang Pcrs dan Pertanggungjawaban Pidana, 1970:5) bahwa beberapa 

dclik pcrs dalam kctentuan hokum pidana di Indonesia dibagi menjadi 6 (enam) deHk, 
o 

yailu: 
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I . dclik Icrhadap kcIcrtiban wnwn (pasa! 54-57 KUHP); 

2. dclik pcnghasuIan (pasa! 160 KUHP); 

3. dclik pcnyiaran kabar bohong (pasal 171 KUHP); 

.1. dc1ik Icrhadap kcsusilaan (pasal 281-282 KllHP); 

5. dclik penghinaan Pasal310-312 KllHP); . 

o. ddik pcn~rhitan alau pcnycbaran ajaran komunismc/marxismc dan Icninisrnc(TAP 

MI'RS NoXXVlJ 966). 

Dari pandangan di alas nampak bahwa dclik pomografi mcrupakan bagian dari delik 

pers, dclik pomografi mcmpunyai pemahaman Icbm scmpit yang hanya scbatas 

pc langgaran oleh IX:f8 yangbcrkaitan dcngan dclik kesusilaan (pasaI 2H I-282 KUHP). 

Scdangkan pcmahaman ICTh adap dclik pers sccara luas scbagaimana dialur Undang-

undang Pcr.;, sanga t Icrkait dcngan pclanggaran tcrhadap tugas, peran dan rungsi pers 

iltl sClldiri yang Icrdapal dalarn Unclang-undang Pcrs. 

Ik:n b s<trk:Ul wawancara yang tclah dilakukan I{:rhadap heberapil wartawan dari 

Ix: rbagai media (MajaJah Top, Majalah Papaler, Tabloid Didik, Harian Surya, Hanan 

S uara In ponesia) Idipcrolch suatu pcngctahuan, bahwa di kalangan rncrcka tcrdapat 

halll ;u;am~macam Jlandangan mt:ngcnai pomograJi. Mcrcka juga mcnghcndaki 

dihualnya sua(u kctcntuan yang jclas mengcnai persoalan 1("'1"sebut. schingga ada 

p..:dulllan dan JX.-mahaman yang sarna tcrhadap JX.'1"Soalan pomografi. PCl1ioalan 

I'Nllu/',rali dikalanr.,an mcrcka ada yan'g mcngkaitkan dcngan art/Rcni, Rehing&.1 bukan 

;/I\;I11I1<1k3n pCrSfl<llan pcJang,garan kcsusi laan , l)cmikian pula palllJangan 11l:1!iyarakat 

) an g hCIc.: rogcn tcrhadap pcl1ioalan yang sarna, Scbagjan masyarakat mcrnan g 

Hlcn),;ll abn pomografi dan licni pcrbcdaannya lipis sckali, Iclapi ti dak jarang mcrcka 
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tidak sependapat bahwa pomografi bagian dari sem. Seni adaJab seni yang tidak perJu 

dikotori olch persoaIan yang berieittangan aPt norma 'kesusi1aanlkcsopanan 

masyarakat ' 

Apablla dikaitkan dcngan persoaIan penegakan hukunmya, bagaimana pandangan, 
,. 

aparat penegak hukum sendiri temadap persoalan pomografi. Walaupun aturan 

hukumnya sudah cukup jelas. Namun perso8Jan kulturlbudaya masyarakat dan kepekaan 

masing-masing masyarakat terhadap persoalan pomografi berbeda-:-beda. Hal ini1ah 

yang juga meqjadi tolok ukur dad aparat hukum daJam mensikapi persoalan penegalcan I 

hokum dalam masalah pomografi. Berdallarkan hasil peneli~an penulis mcmgenai" 

Kejahatan kesusilaan dan Upaya Penanganannya" yang clilakukan pada taboo 1998 Jalu 

memang tidak berbeda dengan kondisi saat ini, bahw~ aparat penegak hukum balk ., 

p, .. nyidik, kejaksaan maupoo hakQn daJam melihat ~an pomografi selalu berpijak 

pada pedoman oodang-oodang dan pemabaman yaUg berkembang di masyarakat 

sctcmpat. (Toetile Rahayuningsib, 1998 : Laporan Penelitian' Kejahatan telfuldap 

kcsusllaan daR Upaya Penariganannya). Walaupoo di kalangan penyidik sendiri 

mcngakui tidak &emua pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam KUHP ilU diJakukan 

pcnyidiJ.<annya Hanya terbadap persoalan yang SWlgub-sungguh meresahkan masyarakat 

saja yang akan dila1cukan penyidikannya 

2. Pl~rtunHHunKlawaban pldana PCI'S tcrhadap ,TcrJudlnya J' -HkPornograft 

J)aJam pembahasan mengenai pertanggwlgjawaban pers terhadap teJjadinya 

dclik pomografi, pertama-tama abo dipertanyakan mengenai siapakah yang menjadi 

!lut~jck hukwn dalam tc1jadinya dclik pomografi. Mengenai subjck dalam delik pers, 

'. 
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Bambang Poemomo .menyebutkan ada tiga kategori, yaitu: (1) penulis atau 

penggambar; (2) penerbit atau pencetak; (3) redaktur. (Bambang Poemomo, 1984:53) 

Kedudnkan ketiga subjek tersebut tidak dapat menjadi pembuat dalam waktu 

bersamaan, walaupun sikap batin untuk melBkukan delik pen mereka Iakukan dengan 

kesepakatan bersama. Dari pandangan tersebutyang menjadi subjek hokum dalam 

tindak pidana yang dilakukan oleh pers dapat meliputi ketiganyat, konsekuensinya 

terruidap ketiganya adak dapat dipertanggungjawabkan secara bersamaan. 

Pertanggwtgjawaban pidana sehubungan dengan delik Pomografi yang dimuat 

dalam media masalpers dapat dibap menjadi: 

1. JX."J1anggungjawanan pemimpin umwn; 

2. perta.nggungjawaban penulis; penggambar; 

J. pc.."J1anggungjawaban pencetaklpenerbit; 

4. rcdaktur/pemimpin redaksi 

l)aJam hal yang paling bertanggungjawab terbadap terjadinya dclik pers sangat 

tcrgantung pada pembuktian di pengadilan. Sebagaimana Putusan kasasi MA 

No. 52K1KR119SS dalam perkara Goie Po An pemimpin umum harlan Tcrompet 

Masyarakat, MA berpendapat bahwa pegawai/bUlUh percetakan daIam mclakukan 

pckcrjaannya scbagai alat yang adak berkehendak apa-apa kecuali semata-mata 

IIIcnt:ari natkah dan olch karena itu menurut pendapat dimintakan 

pl.'11anggungjawabannya Toko-tako, agen-agen loper. yang menjuaJ, serta pengeclarl 

Jx:ngccer juga tidak tunduk pada undang-wlCJang pers tetapi mereka dapat masuk 

dalam jurisdiksi dclik JX-"J1yebaran yang mcrupakan delik tersendiri sesudah delik 
. . 

pt:rs. Berbeda dcngan delik biasa dalam delik pees banya ada satu orang saja dari 

o 
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pengw1lS pen yang dapat dipertanggungjawabkan pidana (Marhaban Zainun, 

1970:42) 

" 

Mengenai penulislpenggambar, menurut Marbaban ZaU1\U1 berlaku sepenubnya 

delik-delik pers yang diatur dalamJ~UHP. PertaDggungjawaban mereka sama dengan 

orang-orang yang meJakukan perbuatan-perbuatan dcogan cara lain, namun dengan 

perkecualian apabila penulis/penggambar yang tulisanlgambamya disiarkan taopa 

sepengetahuannya maka yang bertanggungjawab adaJah yang mempublikasikannya 

Pertanggungjawaban penulislpenggambar, terhadap mereka berlaku pasal-pasal 

KlJIIP ytu:Jg berhubungan deugan delik perl, perkecualian apabUa tulisan/gambar ito 

disiarkan tanpa sepengetahuan merek&, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah 

yang mempublikasikannya. Selanjutnya untuk clapat disebut sebagai 
,:.~ . 

pcnulislpenggambar menurut KUHP tidak hanya mereka yang menuangkan 
.' 

idc/pikirannya seeara orisinil namun meliputi juga mereka yang mengambiJ over 

pikiran/ide orang lain serta, D)empublikasikannya, tennasuk juga mereka yang 
. ~ 

m1.111publikasikan lewat pen apa rang ia dcogan dari orang Jain. Tennasuk juga orang 

lang mcngutip tu1isan orang lain dan mempublikannya lewat pen. 

Per1anggungjawaban pencetaklpenerbit. Bagi mereka yang penting diperbatikan 

adalah Pa.CJal-pasa1483, 484, 61, dan 62 KUHP. Bagi pt."Dcctak, daJam hal meJalculcan 

kcjahalan mempcrgunakan percctakan, maka mereka tennasuk medepJjchteheid atau 

rm.:mbanlu meJakukan kejahatan. Sedangkan untuk penerbit, dapat disebut sebagai 

rncdcplcgc,,-r/mededader yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan(tulisan), gambar 

potret yang dicetak. Selanjutnya yang dinamakan kejahatao dengan menggwtakan 

pcncclakan ialah kejahatan yang dapat tctjadi dengan publikasi (pengwnuman pada 

khaJayak ramai) dengan cctakan Mcngenai pencetak dan penerbit, pasal-pasaJ yang 
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penting adalab 483;484,61 dan 62 KUHP. Menurut Soesilo, kejahatan ini merupakan 

delik percetakan yang mengancam hukuman bag; pencetak yang mencetak tulisan atau 

gambar yang dapat dipidana brena sifatnya , jika dipenuhi syarat-syarat pada sub 1 dan 

2 pasal ini, selanjutnya pasal ini juga masuk dalam bab turnt serta melakukan 

pcrbuatan yang dapat dipidana. Namun tidak dijelaskan masuk bagian manakah dari 

pasal-pasal p(''11yertaan dalam bal kejahatan dilakukan melalui pcrcetakanlpenerbitan, 

masuk turut serta atau pembantuan. Dalam praktcknya masuk pembantuan 

(mcdcpJichtig). Tidak clapal dipidana sebagai pembanlu malakukan kejahatan apabiJa 

mcmenuhi kewajiban-kcwajiban yang ditentukan baginya dalam pasal in~ yaitu: 

a. pada barang cctakan harus dlsebutkan nama dan tempat tinggal. penerbit; 

h. pcmbuat harus sudah dikenaVdiketahui atau scsudah pcnuntutan perkara muJai 

hcrjalan pada waktu dibcri pcringatan yang pertama kali, diberitahukan pcncrbit 

siapakah pcmbualnya itu. 

c. Jlcmbuat harus dapal ditwllut pada waktu dilerbilkan 

II. pcrnhu4ll pada waktu J>cncrbilan harus linggaJ di Indonc.CJia. 

MCfllJnJl ajaran dcclncminglpcnycrtaan mereka pcncclaklpcncrbit dapat dituntut; tetapi 

mcrlllrul pa.".' I 61-62 KlJlIP ap3bila ada 3 syaral dipcnuh~ mereka tak dapat dituntut . 

. \dapaun kctiga syarat tcrschut, yaitu: 

I iarang ccbkan haru.'! m('"nyebut nama dan tcmpat tjnggal pcnerbitlpencetaknya; 

) 1'~lIlhu4l1 hanJloi dikctahui atau dib('Tilahukan olch p('l1crbit/p~cctak pada waktu ia 

IInlllk perl.una kalinya dipcringatkan sclclah pcnunlutan bcrjaJan; 
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3. Pembuat pada waktu ditcrbitkanldicetaknya tulisan harus dapat dituntut dan berada 

di Indonesiik 

Mcskipun Pasal 61-62 ~pa~ ~imasukkan dalam titel penycrtaan, tetapi di dalamnya 

ditcntukan bagaimana kredudukan dan pertangguingjawaban mereka dalam penyerfaan 

ito, scbagai mede dadcr ataukah medeplichtige. Penyelcsaian pcrsoalan ini sepcnuhnya 

discrahkan pada ilmu pcngctahuan dan ywisprodcnsi 

Sclanjutnya pcrtanggungjawaban redaktur/pimpinan redaksi., dalam undang

undang perl diseb~ bahwa pertanggungjawaban redaksilredaktur adaIah mengenai 

isi danlalau alas pelaksanaan rcdaksional pencrbit. 

DaJam hal pertanggungjawaban . adanya dugaan telah teIjadinya delik pers, hal 

yang perlu dicennati adalah hak-hak yang dibcrikan olch undang-undang bail< untuk 

rnasyarakal yang mcrasa dirugikan terbadap sualu pembcritaan olch media yang biasa . 

dinamakan schagai l.ak jawah maupun hak t()la~ hak hagi wartawan untuk mclindungi 

idcntitas sumber informasi yang biasa dinamakan hak tolak atau hak ingkar wartawan. 

J lak jawab merupakan bak scscorang, organisas~ atau badan bukum yang 

rncrasa dirab.-ukan olch tulisan datam sebuah atau beberapa pcnerbitan pm untuk 

rncminla kcpada pencrbit pers yang bcrsangkutan pcnjelasan dan tanggapannya 

Icrhadap tulisan yang disiarkan atau dilerbilkan dimuat dalam pcncrbilan pers 

Icrscbut. Scscuai dengan bunyi Pallall angka 12 Undang-undang Pers No.40 1'ho.l999, 

hak jawab adalah hak 8cscorang atau sekclompok orang untuk membcrikan tanggapan 

atau sanggahan tcrhadap pcmbcritaan berupa fakla yang mcrugikan nama baiknya .. 

• Jika hak jawab ini akan dip<-'Tgunakan olch masyarakat, ada kct<--ntuan bahwa 

pcnggunaan hak t<-'1'scbut lidak dikcnakan biaya pcmualan alau pcnyiarannya, scbab 
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seeara logis sumber pennasalahan beIPangkal dari pcnerbitan pcrs yang bcrsangkutan. 
4 

Hak jawab adalah pcrwujudan tanggungjawab pers kepada masayrakat dalam upaya 

menunjukkan kebcnaranlkeakuran serta keobjektifan sualU pc.."lIlberitaan. lIak jawab 

juga mcrupakan salab satu bcntuk komunikasi antara pers dan masyarakat, yang erat 

kaitannya dcngan cara kerja w~wan yailU ketcrbukaan dall respons masyarakat 

akibat sualu pcmbc..'Titaan. 

Hak·tolak, merupakan hak wartawan yang biasanyajuga dinamakan bak ingkar 

wartawan yang diatur dalam Pasall angka 10 Undang-undang Pers, hak tolak adalah 

hak wartawan karena profesinya unlU~ menolak mengungkap~ nama dan idcntilas 

I;linnya dari sun1ber bcrita yang harus dirabasiakannya. Lalar bclal<ang diaturnya 

mcngenai hak tolak adalah untuk menjaga dan mengamankan arus informasi bagi 

warlawan, hal ini sangat pcnting bagi profesi wartawan, di samping itu perlu diingai 

adanya p(.,'tllbatasan dari hak tolak tersebut 

ScJanjurnya hak yang. tidak kalah pentingnya yang dimiliki pers adalah hak 

korcksi. DaJam Pasal 1 angka 12 , hal< koreksi adalah hak setiap orang untuk 

mcngoreksi alau mcmbclUlkan kekeliruan infonnasi yang dibcwrilakan oleh pers, baik 

tcntang dirinya maupun tcnlang oramng lain. Dalam pcn&,JUllaan kemerdekaan yang 

dihcrikan undang-undang pers dibcbani kewajiban Rcbagaimana dialur dalam Pasal 5 

, lndang-undang Pc.."TH, P<'"TH N3Hjonal h<.-rkcw~jihan mcmhcritakan pcrisliwa dan opini 

dcngan mcnghonnati nonna-norma agama, dan ra.'}a kcsusilaan masyarakat serta asa 

praduga tak b<.'!"Salah 

Pa<.la akhirnya dcngan mcnyimak kct<."t1tuan pidana Pasal 18 Undang-undang 

pen! m<."t1ycbutkan: Ayat (1) sctiap orang sccara mclawan hukum dengan sengaja 
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melakukan tindakan yang berakibat menghambatlmengbalang-halangi pelaksanaan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling Jama 2 tahUDI 

denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat (2) Perusahaan pers yang mclanggar 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal13 dipidana dengan pidana denda palling 

banyak SOO juta rupialL Ayat (3) Perusa1taan peri yang melanggar keten~ Paaal 9 

ayat (2) dan Pasal12 dipidana dengan pidana denda paling ban yak 100 jut! rupiah. 

Menarik untuk diperhatikan bahwa aekitar 9 Februari 1980 HUf PWI , 

pcnmuus Pwtat PWI mencrbitkan Sepuluh Pedoman Penulisan bagi Wartawan, 

khususnya pedomanp~n~san bidang hukum. Pedoman· terscbut adalah : (leT 

Simorangkir,1986:252-260) 

1. Pcmhcritaan mcngcnai scseor~g yang disangkaldituduh dalam pcrkara pidana 

Il(mdasknya disajikan· dengan menjunjung tinggi asas presumption 0/ innocence 

atau asas praduga tak bersa1ah 

2. DaJam hal pers menyebut secara lengkap idcntitas tersangka, harus diperbatikan .. 

prinsip adi) dan/air-ness mcmberi~1aJ1 kcdua pihak atau G'ov~r both sides 

3. Nama, idcntitiLq dan potret gadis/warUla yang meqjadi korban perkosaan begitu pula 

para rcmaja yang tcrsangJaii· perma pidana tcrutama perkara kesusi1aan dan yang. 

jadi korhasn narkotika tidak dimuat secara lengkapQelas 

4. Anggola kcluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang 

dituduhkan dati salah seorang tcrsangkaltcrtuduh bendaknya tidak ikut-ikutan 

discbul daJam pcmbcritaan. 
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5. Dalam rangka mcngungkapkan kcbenaran dan tegaknya prinsip proses hukum yang 

wajar (due process .of law) pcrs scyogyanya mcncari dan menyiarkan pula 

keterangan yang diperoleh di luar persidangan apabiJa tcrdapat petunjuk-pctWljuk 

tcntang adanya sesuatu tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara. 

6. Untuk menghindarkan trial hy the press, pcrs bendaknya memperhatikan sikap 

tcrhadap hukum dan sikap terhadap tcrtuduh. 

7. Untuk mcnghindarkan trial by the press, nada dan gaya tulisan atau berila jangan 

sampai ikut menuduh, jangan mcnggWlakan kat a-kala yang mengandung opini, 

misalnya saksi mcmheratkan terdakwa, lertuduh mcmberikan kcterangan berbelit

bcHr. 

H. Pel'S hcndaknya tidak berorientasi pada polis~ jaksa centered, telapi meberikan 

kcscmpatan yang scimbang kt,1>ada polis~ jaksa, hakim, pemhcla dan tersabngka/ 

tcrdakwa. 

9. P<.mh<.-nlaan mcngcnai perkara hcndak yang proporsional, mcnunjukkan gans 

konsistensi dan ada kelanjutan tentang penyelcsaiannya 

10. Bcrita hcndaknya m<.'tlggamharkan mengcnai duduk perkaranya, kasus posisinya 

dan pihak-pihak dalam pcrsidangan dalam hubungan dcngan hukum yang berJaku. 

Pcdornan kcscpuluh ini Ichih mt:nilik hcralkan pada a.,pck yuridisnya. 

MCllyirmtk pcdornan di alas mcrnang rncnarik untuk diccrmali oleh karcna ada 

bl;mya kUfilng dipcrhalik.m olch pam kuli lintn d'llam mclakukan Jlckcrj .. annya~ karcna 

ad:1 pCl'Soalan lain "prifit" yang Ichih dikcdcpankan schingga tidak mcngindahkan 

rarnhu-rarnhu yang ada. Namun perlu dikctahui hahwa sctiap organisasi yang menjadi 

A 
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wadah pekerja pers pasti mcmpunyai sualu kode etik, scpcrli PWl, All. Scbagai kude 

moral, kode ctik tidak mcngatur sanksi hukwn, tctapi lcbih pada sanksi moral. 

Dalam kasus pomografi yang tcrjadi beberapa waktu yang lalu, memang telah 

dilakukan pemeriksaan tcrhadap pimpinan redaksi terbadap beberapa rnajalah seperti 

Popular, Matra, Top, liberty serta terbadap para model fotonya. Namun bingga Japoran 

penclilian discminarkan, pemeriksaan terhadap kasus pomografi oleh Majalah PopuJcr 

pcmeriksaannya belwn diputliS pengadilan. Dengan kata lain kasus pomografi yang 

terjadi bcbcrapa waktu Jalu Own 1999) bcIummempunyai kckuatan hukum telap. 

Apabila menelusuri kasus-kasus pomografi hingga pengadiIan, temyata tidak 

ada satupun kasus pomografi yang pcmab di gclar di PcnagdiIan Negcri Surabaya 

( J 9<)6 sampai dcngan September 1999). Pcrsoalan pomografi walaupun sempat 

mcmbuat "gcgcr" dan banyak diributkan olch masyarakat kasusnya tclah menjadi 

pe/wrjaan rumah aparat di tingkat pc.,-nyidikan (di Polda Jawa Timur) yang mcnghendaki 

disclcsaikannya pcrsoaJan .tcrscbut hingga tuntas. yaitu sampai kc tingkat pcngadilan. 

Dari pcngaJaman berharga tcrscbu!, mcnarik untuk sikapi bahwa kalluR 

pomograJi unluk ma'Ja-masa akan datang tidak akan tcrbcbas dari jcratan hulmm. 

'I'cmukti untuk 'saat ini tclah ada upaya serius diJakukan olch aparat pcnegak hukum 

u/lluk Ulcllangani pclakwlya salllpai pcngadilan. Dcngall d"'lnikian dillarapkan para 

(';&llon pclaku unluk Ichih hcrhati-hali daJarn rncnyajikan inlhnnasi kcpada khalayak 

ramai. Di ""fa kct"Tbukaan tidak berarti orang bolch scbebas-bcbasanya, ada hak orang 

lain juga yang haru'i dilwrmali. Tanggungjawah Icrhadap nonna •• gama, kcsu.'Jilaan dan 

:'S:IS pmdug;. lak hcrsalah mCnJp:lkan pcdoman yang ham" dihonnali dalam mclakukan 

luga.o; di hidang ,x:mbcrilaan haik media cclak maupun clcklH ., 

.. 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kcsimpulan 

Derdasarkan uraian y~g dikemukakan pada halaman pembahasan dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Dclik pomografi merupakan bagian dad delik pers yang batasannya untuk saat 
I 

sekarang sulit untuk ditetapkan secara limitatif; oleh karena. sangat situasional ~ 

5angat dipengaruhi oleh budaya dan pemahaman masing-,nasing masyarakat. Untuk 
. . ... . I 

menarnakan suatu delik adalall delik pomografi sangat .dibutuhkan suatu media untUk 

mcmpublikasikannya. Tolok ukurannya sangat sulit dan relatn; karen~ 8an~t 

digantungkan oleh ~ituasi dan kondisi masyarakat (tingkat keresahan masyarakat). 

Wataupun rambu-rambu atucan hukwnnya sangat jelas bagi aparat penegak hukwn, 

namun benturan ada pada proses penegakan hukumnya. Hal ini terbukti dengan tidak 

adanya satu kasuspun solama lima tahun terakhir (sampai dengan september 1999) 

yang dapal dilihat dalaril putusan pengadilan. 

2. Pcrtanggungjawaban terhadap pelaku delik pomografi, &ccara teoritis memang jelas 

halasnya ~un. secara nyala sulit menentukan siapakah yang menjadi pembuat, 

walaupun subjck hukum dalam delik pers diketahui ada tiga, yaitu penulisl 

pcnggambar, pencetakJ pencrbit dan pimpinan umum, namun kctiganya tidakIah 

<I;lp:l1 IIIcJtiadi pcmbual Hceara hcrHamaan. IJanya salah Halu dianlara mcrcb, 

Kchingga kalau scorangp<.'I1ggamhar/pencetak teJah diajukan scbagai pembuat maka 

tc.:rtutup unluk pcnerbit dan dircktur utama scbagai pembuat dan scbaliknya. 
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B. Saran 

Persoalan pomografi sangat tcrbit dcngan sikap masyarakat tcrhadap pcnyajian 

bail Bambar-gambar maupWl tulisan-tulisan yang bemada pornol melanggar pcrasaan 

kesusilaan pcrsoalan itu sendiri. Perlunya sarana konlrOi Jari media itu sendiri baik 

media cctak maupun elcktronik untuk mcmanlau infonnasi yang disajikan pada 

m:lsyarakat, serla dari kalangan media scndiri perIu suartu rambu-ramhu yang bempa 

kodc etik yang harus ditaati oIclt anggotanya dalam melakukan pckcrjaannya sebagai 

pckClja pcrs. Sebagaimana dialur dalam Pasa! 17 Undang-undang No.40 Thn.1999. 

yang bcrbunyi: (1) masyarakat dapat mclal'Ukan kegi~tan untuk mcngembangkan 

kcmcrdckaan pCfS dan mcnjamin hak mempcrolch ini'onnasi yang dipcrlukan ; (2) 

kl!gialan scbagaimana dimaksud dalam ayat (J) dapat berupa: 

a. mcmanlau dan mdaporkan analisis mcngenai pclanggaran hukum, etika danb 

kckcJiruan tckllis pemchcritaaan yang dilakukan olch pers; 

h. Mcnyampaikan usulan dan saran kcpada Dewan Pees dalarll ra..ngki menJaga dan 

flH.:ningkalkan kualitas pefS nasiona!. Selanjutnya dalam pcnjelasan ayat (2) diatur: 

llllluk nH.:laksanakan peran scrtSa masyaraka! scbaagaimana oon.ak.!lud dalam ayat ini 

dapal dihcntk kmh;lg;vorg.anisasi pcmanlau mcdia (Mcdia walch) 

J kll~ Jl ad.anya sar~Ula kOfllroJ baik d.ari masyarakat maupun dan pcrH itu sc:.."fldiri maka 

pl,;r.waJan pomografi akan clapal ditangguJangi dan sckaligus dihindari. Schingga dalam 

pCllcgakan hukumnya lidak pcrlu ada Ix:rsoalan yang bcrkailan dengal! pomograJi dan 

IIIcllglwtlirkall pd.clja PCfH (w<lrt<lw<ln), pCllcrbitJpclICcl<lk mauJlulI pillll'inilll rcd<lktii 

Illlluk hcrtanggung jawah !-Ichuhungan dcng.an pernoalan pom()grali. 
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